PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA PARAMEDIS

PERAWAT PADA MALPRAKTEK

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro) by Pradipta, Aditya
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia bercita-cita melindungi segenap bangsa 
Indonesia sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia ini tercantum 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alenia ke 
empat yang berbunyi
1
 “Kemudian daripada itu untuk mmbentuk suatu 
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kesejahteraan yang dimaksud dalam 
cita-cita Indonesia cakupannya luas, termasuk kesejahteraan dalam bidang 
kesehatan baik secara fisik dan mental. Untuk mewujudkan terciptanya 
kesejahteraan tersebut, diperlukan adanya berbagai upaya di bidang 
kesehatan. Akan tetapi upaya dalam bidang kesehatan tersebut sangat 
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riskan bila dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya perawat yang 
kurang memliki kehati-hatian  atau kompetisi dalam bidangnya. 
Keperawatan merupakan profesi yang membantu dan memberikan 
pelayanan yang berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan individu. 
Keperawatan juga diartikan sebagai konsekuensi penting bagi individu 
yang menerima pelayanan, profesi ini memenuhi kebutuhan yang tidak 
dapat dipenuhi oleh seseorang, keluarga atau kelompok di komunitas. 
Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang 
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan 
kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsikososial dan spiritual yang 
komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik 
sakit maupun sehat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. 
Dalam artinya pengertian paramedis adalah seorang profesional 
dalam bidang kesehatan yang bertugas membantu dokter menangani dan 
merawat pasien. Contoh paramedis adalah bidan, mantri, perawat, hingga 
teknisi ambulans. Merekalah yang biasanya menangani pasien pertama 
kali dan memberikan pertolongan pertama sebelum dokter datang, baik 
pasien dalam kondisi biasa atau darurat. Mereka akan melakukan 
pemeriksaan-pemeriksaan awal terhadap pasien seperti mempersiapkan 
wadah untuk urine pasien, memeriksa berat badan dan tekanan darah, dan 
lain sebagainya.
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Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 38 Tahun 2014 
tentang Keperawatan, menjelaskan tentang tugas seorang perawat adalah 
sebagai berikut
3
 : 
a. Pemberi Asuhan Keperawatan  
b. Penyuluhan dan konselor bagi klien 
c. Pengelola Pelayanan Keperawatan  
d. Peneliti keperawatan 
e. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang 
dan/atau  
f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 
Dalam profesi keperawatan tentunya berpedoman pada etika 
profesi keperawatan yang dituangkan dalam kode etik keperawatan. 
Sebagai suatu profesi, PPNI memiliki kode etik keperawatan yang ditinjau 
setiap 5 tahun dalam MUNAS PPNI. Berdasarkan keputusan MUNAS VI 
PPNI No. 09/MUNAS VI/PPNI/2000 tentang Kode Etik Keperawatan 
Indonesia, bidang Etika keperawatan sudah menjadi tanggung jawab 
organisasi keprofesian untuk mengembangkan jaminan pelayanan 
keperawatan yang berkualitas dapat diperoleh oleh tenaga keperawatan 
yang professional.
4
 
Dalam melakukan praktek keperawatan, perawat secara langsung 
berhubungan dan berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan, dan pada 
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saat interaksi inilah sering timbul beberapa hal yang tidak diinginkan baik 
disengaja maupun tidak disengaja, kondisi demikian inilah sering 
menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan penerima praktek 
keperawatan. Oleh karena itu profesi keperawatan harus mempunyai 
standar profesi dan aturan lainnya yang didasari oleh ilmu pengetahuan 
yang dimilikinya, guna memberi perlindungan kepada masyarakat. Dengan 
adanya standar praktek profesi keperawatan inilah dapat dilihat apakah 
seorang perawat melakukan malpraktek, kelalaian ataupun bentuk 
pelanggaran praktek keperawatan lainnya. 
Menurut dr.Sofwan Dahlan, SpPF(K), seorang pakar hukum 
kesehatan dari Unika Soegiyopranoto Semarang menyebutkan bahwa 
tindakan perawat yang bekerja di RS dapat dibagi menjadi
5
: 
1. Caring activities semua tindakan keperawatan yang memang 
menjadi tanggungjawab perawat & oleh karenanya perawat yang 
bersangkutan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan 
tersebut; meliputi keputusan (decision) yang dibuatnya serta 
pelaksanaan (execution) dari keputusan tersebut 
2. Technical activities adalah semua tindakan keperawatan dimana 
perawat hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap 
pelaksanaan (execution) dari suatu keputusan (decision) yang 
dibuat oleh dokter. Termasuk technical activities antara lain: 
a. Aktivitas yang dilakukan atas perintah tertulis dokter. 
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b. Aktivitas yang dilakukan atas perintah lisan dokter. 
c. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan (protap) yang 
telah dibuat. 
d. Aktivitas yang dilakukan dengan syarat ada dokter di RS 
yang dapat hadir segera. 
e. Aktivitas-aktivitas tertentu di tempat-tempat tertentu yang 
telah ditetapkan. 
f. Aktivitas tertentu yang tidak memerlukan persyaratan 
khusus. 
3. Delegated Medical Activities adalah adalah suatu tindakan yang 
menjadi bagian dari kewenangan medik, tetapi telah didelegasikan 
kepada perawat. 
Hukum harus dapat mengakomodasi keadilan, kepastian hukum, 
dan kemanfaatan. Seperti dalam berbagai kasus malpraktek yang menimpa 
para pasien yang mempunyai kedudukan kurang menguntungkan baik dari 
segi ekonomi maupun dari segi politis. Prinsip yang mengedepankan 
keadilan dari berbagai aspek pernah dilontarkan oleh seorang begawan 
hukum Indonesia, yakni Bismar Siregar yang menyatakan bila untuk 
menegakkan keadilan, saya korbankan kepastian hukum, akan saya 
korbankan hukum itu, Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah 
keadilan.
6
 Sementara dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana 
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seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat 
unsur-unsur sebagai berikut
7
: 
a. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum ; dalam hal ini 
apabila perawat melakukan pelayanan kesehatan di luar 
kewenangan yang tertuang dalam Pasal 8 Permenkes No. 148/2010. 
b. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini seorang perawat yang 
memahami konsekuensi dan resiko dari setiap tindakannya dan 
secara kemampuan, telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk 
itu. Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakannya 
dapat merugikan pasien. 
c. Adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) atau karena 
kealpaan (culpa). Kesalahan disini bergantung pada niat (sengaja) 
atau hanya karena lalai. Andi Hamzah menyatakan bahwa sebagai 
kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum, orang 
menengok ke penafsiran autentik atau penafsiran pada waktu 
undang-undang yang bersangkut disusun, dalam hal ini Memori 
Penjelasan (MvT). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (opzet) 
berarti de (bewuste) kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk 
melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja 
(opzet) sama dengan willen en wetens (dikehendaki dan diketahui).
8
 
Apabila tindakan tersebut dilakukan karena niat dan ada unsur 
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kesengajaan, maka perawat yang bersangkutan dapat dijerat 
sebagai pelaku tindak pidana.  
d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf; dalam hal ini 
tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang 
mengijinkannya melakukan suatu tindakan, ataupun tidak ada 
alasan pembenar. Sebagai contoh perawat yang menjalankan peran 
terapeutik atau yang melaksanakan delegated medical activities 
dengan beranggapan perintah itu adalah sebuah tindakan yang 
benar. Tindakan tersebut tidak menjadi benar namun alasan 
perawat melakukan hal tersebut dapat dimaafkan. 
e. Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara prinsip 
adalah personal liability dan bila dilakukan dalam dalam lingkup 
technical activities maupun dalam menjalankan peran koordinatif 
dimana perawat memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan 
dengan hukum , maka dokter yang memberi perintah dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 
f. Apabila pelayanan kesehatan tersebut dilakukan perawat di sebuah 
RS dimana perawat berstatus sebagai karyawan, maka berdasarkan 
Pasal 46 UU Rumah Sakit, maka RS dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana dengan ancaman sanksi berupa denda. 
Berikut ini adalah contoh kasus yang penulis peroleh yang mana 
kasus tersebut sampai ke tingkat pengadilan :  
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Diputus oleh pengadilan negeri dengan pasal 359 KUHP jo. 361 
KUHP mengenai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. 
Sebelumnya perawat DAY ini di sidang melalui Dewan Kode etik 
perawat dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran kode etik menurut 
MKEK dikarenakan perawat DAY sudah melakukan tindakan pertama 
dalam menangani korban DCO. Bentuk tindakan perawat DAY yakni 
melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml kepada korban DCO dengan 
lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara 
pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. 
Kemudian perawat DAY melakukan penyutikan kcl kedalam selang 
infus, bahwa tindakan perawat DAY yang tidak menguasai pekerjaan 
tersebut sudah sepatutnya menduga bahwa perawat DAY tidak 
mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dalam hal tersebut perawat DAY 
dikenakan pertanggungjawaban pidana selama 1 tahun dan 6 bulan. 
Dalam hal ini suatu tenaga paramedis perawat sangat dituntut akan 
tugas dan wewenangnya seperti halnya pada pasal 29 ayat 1 Undang-
Undang nomor 38 Tahun 2014 yakni : 
a. Pemberi asuhan keperawatan 
b. Penyuluh dan konselor bagi klien 
c. Pengelola Pelayanan Keperawatan 
d. Peneliti keperawatan 
e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang 
dan/atau 
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f. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu 
Berdasarkan hal tersebut perawat DAY terbukti melakukan 
tindakan tanpa adanya koordinasi dari dokter terkait hal tersebut terbukti 
dengan ditemukannya  
a. 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO Kaolana Kaolin. PECTIN 
SUSPENSION 
b. 1 (Satu) buah alat suntik/ Spuite ukuran 10 ml 
c. Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN 
d. Satu Obat kecil sisa obat OTSU KCL 7,46% 
Kotoran koran yang terdapat di Kapas 
Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kolaborasi 
perawat dengan dokter dalam melakukan tindakan medis diatur dalam 
Kepmenkes 1239/2001, pasal 15 ayat 4 yakni : “pelayanan tindakan medic 
hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.”9 Ini 
jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan 
perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan tersebut, dengan 
syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas 
kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.
10
 
Kesalahan merupakan unsur yang paling menentukan adanya 
pertanggungjawaban pidana, maka untuk menentukan adanya kesalahan 
dari suatu perbuatan yang dilakukan seorang terdakwa sebagaimana halnya 
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seorang tenaga paramedis perawat yang didakwa melakukan malpraktik, 
setidak-tidaknya menurut harus memenuhi unsur-unsur
11
 : 
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 
b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan 
kealpaan 
d. Tidak adanya alasan pemaaf 
Adapun Simons mengemukakan tentang kemampuan bertanggung 
jawab. Dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab 
apabila orang mampu menginsafi perbuatannya yang bersifat melawan 
hukum dan penginsafan itu dapat menentukan kehendaknya.
12
 
MvT secara negatif menerangkan tentang ketidakmampuan 
bertanggung jawab sebagai berikut.
13
 
a. Dalam hal seorang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau 
tidak berbuat untuk apa yang oleh undang-undang dilarang atau 
diperintahkan (dalam hal dwanghandelingen) 
b. Dalam hal seorang dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat 
menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan 
tidak mengerti akibat perbuatannya (dorongan patalogis, gila, pikiran 
tersesat, dan sebagainya) 
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Belum adanya parameter yang tegas terhadap pelanggaran yang 
dilakukan perawat pada kliennya tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan 
akan adanya hukum yang bisa benar-benar diterapkan dalam pemecahan 
masalah medik. Demikian juga dengan adanya kerancuan pemahaman atas 
masalah malpraktek paramedis yang masih sering dianggap sebagai 
pelanggaran kode etik perawat saja yang dianggap tidak perlu diberikan 
sanksi pidana. Melihat  dari permasalahan diatas penulis ingin mengangkat 
masalah tersebut menjadi sebuah skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tindakan apakah dari tenaga paramedis perawat yang dikategorikan 
sebagai perbuatan malpraktek?  
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga keperawatan yang 
melakukan malpraktek?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui macam tindakan yang dikategorikan tindakan 
malpraktek oleh tenaga paramedis perawat. 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korban 
malpraktek tersebut. 
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D.  Manfaat Penelitian 
  Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara 
teoritis dan praktis yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
  Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat 
dibidang ilmu Hukum. Khususnya dalam tindaka malpraktek yang 
dilakukan tenaga paramedis perawat, penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta sebagai bahan 
masukan bagi penelitian sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian dapat diharapkan memberikan informasi dan pemahaman 
bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban perawat pada 
malpraktek 
E.  Kegunaan Penelitian 
 Penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan sebagai 
berikut : 
1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 
Dengan dilakukan penelitian tugas akhir ini, penulis dapat 
memberikan masukan dan sumbangan dari hasil pemikiran pernulis 
terhadap Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam 
menekan angka pelanggaran malpraktek oleh tenaga paramedis 
perawat di wilayah hukum kabupaten Bojonegoro 
2. Bagi Perawat 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi perawat 
yang melaksanakan praktek, sehingga dapat meminimalisirkan akan 
tindak malpraktek dilingkungan perawat 
3. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap 
masyarakat sehingga dalam hal ini masyarakat mampu memahami 
tentang pertanggungjawaban pidana tenaga paramedis  perawat pada 
malpraktek. 
 
G.  Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat Yuridis 
Sosiologis yaitu dimana penelitian ini melihat kasus yang terjadi pada 
masyarakat dan dihubungkan dengan peraturan yang sudah ada serta 
literature-literature hukum yang berhubungan dengan kasus yang 
diteliti. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitan tugas akhir adalah tempat atau daerah wilayah 
yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk 
menemukan suatu jawaban terhadap kasus yang penulis teliti. Lokasi 
yang dipilih oleh penulis untuk dilakukan penelitian adalah di Dinas 
Kesehatan Bojonegoro nomor 30, Kabupaten Bojonegoro. Karena pada 
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Dinas Kesehatan Bojonegoro ini memiliki permasalahan dan informasi 
yang dibutuhkan penulis untuk diteliti. 
3. Jenis Data 
a. Data Primer 
   Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumber 
utama sebagai penunjang tugas akhir yang didapatkan melaui hasil 
wawancara, dokumen tertulis, file pada tempat dilakukan penelitian 
yaitu Dinas Kesehatan Bojonegoro, dan serta pihak-pihak terkait. 
b.  Data Sekunder 
 Data sekunder yang didapatkan dari sumber kedua sebagai 
pelengkap data sebelumnya seperti studi kepustakaan dengan 
mengaitkan beberapa bahan literature yang bersangkutan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
c.  Data Tersier 
   Data Tersier terkait pengertian atau istilah baku yang 
didapat dai ensiklopedia, kamus, Glossary, dan lainnya yang terkait 
dengan permasalahan yang penulis teliti. 
4.  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 
melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Yaitu penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui 
proses tanya jawab dengan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia 
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Kesehatan dan Ketua DPD PPNI Kabupaten Bojonegoro yang 
dianggap mengetahui banyak permasalahan mengenai 
pertanggungjawaban tenaga paramedis pada malpraktek 
b. Dokumentasi 
Yaitu pengumpulan data-data primair maupun sekunder 
yang dimiliki oleh pihak yang akan menjadi narasumber terkait  
c. Studi Kepustakaan 
Yaitu dengan melakukan pencarian bahan-bahan 
kepustakaan berbagai literature yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
d. Internet 
Yaitu melakukan pencarian bahan melalui internet atau 
website untuk melengkapi bahan penelitian 
e. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan 
analisa Deskriptif Kualitatif, yang mana setelah melakukan teknik 
pengumpulan data penelitian baik wawancara maupun interview, 
dokumentasi, maupun study website yang telah dirasa cukup, 
sehingga untuk kedepannya metode analisa deskriptif kualitatif 
yang sebagaimana dijabarkan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan 
untuk dapat dijadikan menjadi tugas akhir. 
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I. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 
empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 
mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 
penulisan dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini berisikan akan berbagai macam tinjauan teori yang 
berkaitan atau kajian yuridis berdasarkan dengan permasalahan yang akan  
diangkat untuk dijadikan penulisan hukum 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menjabarkan mengenai pembahasan terkait 
permasalahan yang diangkat serta pemaparan hasil penelitian oleh penulis 
yang dikomparasikan dengan perundang-undangan dan beberapa hasil 
wawancara dengan narasumber terkait dengan didukung oleh teori-teori 
yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat. 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang berasal dari tugas 
akhir, serta saran dengan harapan untuk kedepannya dapat memberikan 
masukan bagi pihak terkait. 
